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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan program kerja PPID SMP Negeri 

42 Bandung tahun pelajaran 2021/2022. 

Program kerja ini disusun berdasarkan berbagai acuan, pemikiran dan pengalaman, serta 

masukan dari berbagai pihak dengan tujuan agar program kerja ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman yang harus dikerjakan oleh PPID selama tahun pelajaran 2021/2022. Program kerja ini 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja, sesuai dengan visi dan misi SMPN 42 Bandung. 

Penyusun menyadari bahwa program kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu kami harapkan untuk perbaikan 

program kerja pada masa yang akan datang. 

 

Peyusun 

 

 

TIM PPID SMPN 42 Bandung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka 

adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk 

diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap 

orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat 

tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi publik. 

Keberadaan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai 

landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi (2) 

kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas 

(4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. 

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik 

yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam 

undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara 

lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi pemerintah, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya 

masyarakat, perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar 

negeri. 

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, kementrian komunikasi sebagai 

salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

melalui keputusan menteri komunikasi dan informatika nomor 117 tahun 2010 tentang organisasi 

pengelola informasi dan dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai 

dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh kementrian komunikasi 

dan informatika sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008. Berdasarkan PM kominfo 
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No.1 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementrian komunikasi dan informatika. Maka 

KM kominfo No.117 tahun 2010, dirubah menjadi KM kominfo No. 1740 tahun 2016 tentang 

organisasi pengelola informasi dan dokumentasi.   

Guna memaksimalkan transparansi atau keterbukaan informasi publik, dinas komunikasi 

dan informatika kota Bandung menggelar kegiatan Pembentukan sub PPID pembantu bagi Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) di lingkungan pemerintah kota Bandung. Penyelenggaraan 

kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan konsolidasi dan kaji ulang berbagai kebijakan sehingga 

dapat dirumuskan suatu keluaran berupa surat keputusan pembentukan sub PPID pembantu di 

masing-masing sekolah agar pengelolaan dan pelayanan informasi di sekolah dapat berjalan 

dengan baik karena lembaga pendidikan negeri merupakan badan lain yang fungsi dan tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari APBN/APBD wajib membentuk PPID. Pembentukan sub PPID pembantu bagi 

SMP ini mengacu pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan 

pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. 

 

B. Visi – Misi – Motto PPID SMPN 42 Bandung 

1. Visi  

Terwujudnya pelayan informasi yang transparan untuk memenuhi hak dari pemohon 

informasi. 

2. Misi  

1) Memberi pelayanan informasi yang efektif. 

2) Meningkatkan pengelolaan informasi yang akuntabel. 

3. Motto 

Cekatan 

Efisien 

Rapih 

Dinamis  

Akurat 

Santun 
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C. Maksud dan Tujuan PPID SMPN 42 Bandung 

1. Maksud 

Maksud disusunnya program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

SMPN 42 Bandung adalah mampu untuk menjembatani kebutuhan informasi seluruh 

anggota masyarakat, dan sekolah, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta dalam 

mengoptimalkan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan serta mampu dan dapat 

bekerjasama dengan instansi diluar lembaga pendidikan dalam menjaga informasi dan 

dokumentasi yang dibutuhkan sesuai dengan aturan dan kebijaksanaan sekolah. Selain itu, 

adanya program kerja ini dapat membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

pengelolaan sekolah sesuai dengan visi misi sekolah. 

2. Tujuan  

Adapun tujuan dari program kerja PPID SMPN 42Bandung adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan Pelayanan Informasi yang cepat dan tepat waktu. 

b. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan. 

c. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan. 

d. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang 

disampaikan baik langsung walaupun melalui media. 

e. Menyiapkan petugas informasi yang siap melayani. 

 

D. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah terjalinnya hubungan baik antar anggota 

masyarakat sekolah, masyarakat umum, lingkungan, industri, pemerintah, instansi swasta, sekolah 

menengah atas, tokoh-tokoh masyarakat, alumni dan media massa sehingga terciptanya hubungan 

yang harmonis dan terjalin rapi serta saling pengertian pada tahun pelajaran 2021/2022. 

 

E. Tugas dan Fungsi PPID  

1. Tugas  

Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di SMPN 42 Bandung. 

2. Fungsi  

a. Identifikasi, pengumpulan Data dan Informasi Publik di SMPN 42 Bandung. 
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b. Pengolahan, penataan, penyimpanan data dan atau informasi publik yang diperoleh 

SMPN 42 Bandung. 

c. Penyeleksian, pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori 

dikecualikan dari informasi dibuka untuk publik ditetapkan oleh pejabat berwenang.  

d. Pengujian aksebilitas atas suatu informasi publik. 

e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi. 

f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi. 

 

F. Pengklasifikasian Informasi 

Dalam proses pengklasifiksian, informasi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Informasi 

yang wajib dan informasi yang dikecualikan dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Informasi yang wajib 

a. Disediakan dan diumumkan secara berkala 

1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, tugas dan 

fungsi, program kerja dn sebagainya. 

2) Informasi mengenai kegiatan program SMPN 42 Bandung, Laporan Kegiatan, dan 

sebagainya. 

3) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan. 

b. Tersedia Setiap Saat 

1) Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan SMPN 42 

Bandung, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. 

2) Hasil keputusan Kepala Sekolah SMPN 42 dan latar belakang pertimbangannya. 

3) Rencana kerja program/kegiatan di SMPN 42 Bandung. 
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BAB II 

PROGRAM KERJA PPID 

 

A. Struktur Organisasi Sekolah 

 

Atasan PPID 

Tedja Sukmana,S.Pd.M.M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua PPID 

Hj.Heti Lasmanawati,S.Pd 

Sekretaris PPID 

Reni Rismaya,S.Pd 

Seksi Pelayanan dan 

Dokumentasi  

 

Septiar Inaidi,S.Pd 

Seksi data dan 

Informasi 

 

Riki Sandra,SE 

Seksi Monitoring dan 

Pelaporan Pejabat 

Fungsional 

 

Lucyana Marina,S.Pd 
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B. Jenis Kegiatan 

1. Kegiatan Eksternal 

Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada instansi atasan dan 

masyarakat di luar sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam hal ini yakni: 

a. Indirect act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui perantara 

media tertentu seperti misalnya: penyebaran informasi lewat radio, internet/website 

sekolah. Penyebaran informasi melalui media cetak, pameran sekolah dan berusaha 

independent dalam penerbitan majalah atau bulletin sekolah. 

b. Direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, 

misalnya: rapat Bersama dengan komite sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, 

melayani kunjungan tamu dan sebagainya. 

2. Kegiatan Internal 

Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam, sasarannya adalah warga SMPN 42 

Bandung yang bersangkutan yaitu para guru, staf karyawan, dan pesera didik. Kegiatan ini 

juga dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yakni sebagai berikut : 

a. Indirect act adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat 

edaran; penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, 

pemasangan iklan/pemberitahuan khusus melalui media massa, dan kegiatan pentas 

seni. 

b. Direct act adalah kegiatan internal yang dapat berupa: rapat dewan guru; upacara 

sekolah; karyawisata/rekreasi bersama; dan penjelasan pada berbagai kesempatan. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

1. Dengan tersusunnya program kerja PPID SMAN 42 Bandung Tahun 2021-2022 

diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas serta mampu 

mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berada di lingkungan SMPN 42 Bandung. 

2. Program kerja yang telah tersusun didasarkan pada banyak pertimbangan dengan tujuan 

mampu mengakomodir seluruh aspirasi dari semua pihak sehingga pada akhirnya mampu 

meningkatkan mutu Pendidikan SMPN 42 Bandung. 

 

B. SARAN 

1. Seluruh proses yang diperlukan untuk system manajemen mutu PPID ditetapkan, 

dipelihara dan diterapkan. 

2. Penerapan dan pengembangan PPID secara berkala berkelanjutan. 

 

 

 

 


